
 
 

 
 

BUPATI BALANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BALANGAN  

NOMOR 66 TAHUN 2025 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 
TENTANG TATA NASKAH DINAS  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BALANGAN, 

 
Menimbang:  a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal 

dan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan 
publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat; 

 
 b.  bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, serta 

efektivitas pelayanan serta keseragaman dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan 
pedoman Tata Naskah Dinas; 

 
c.  bahwa dalam rangka memperbarui dan menyelaraskan 

pedoman penulisan surat dan dokumen resmi di lingkungan 
pemerintah daerah agar sesuai dengan peraturan yang lebih 
tinggi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 23 Tahun 2023; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas; 

 
  
Mengingat: 1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di 
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 
 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5071); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

 

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

 

8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); 

 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 679 tahun 2020 tentang Aplikasi 
Umum Bidang Kearsipan Dinamis; 

 

10. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757); 

 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan E-Goverment dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 7); 

 

 MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG TATA 
NASKAH DINAS. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 

Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai 
berikut: 
 
1. Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 

Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 23) diubah, 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. 
 

 
Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal 27 Oktober 2025 
 
BUPATI BALANGAN, 
 
 
Ttd 
 
 
H. ABDUL HADI 

 
 
Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal 27 Oktober 2025     
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BALANGAN, 

 

 
Ttd 

 
 
H. SUFRIANNOR 

 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya 

  
KABAG. HUKUM SETDA 
KABUPATEN BALANGAN 

 
 
 
 

 

MUHAMMAD ROJI, SH 
NIP. 19830710 201001 1 020 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN BUPATI BALANGAN 

NOMOR 23 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  

NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG  

TATA NASKAH DINAS 

 

Bentuk dan ukuran stempel 
 

Stempel Naskah Dinas 

A. Bentuk/ukuran stempel. 

1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, 
nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara 
dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran: 
a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 

cm; 
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 

3,8 cm; dan 

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 
2,7 cm. 

 

Contoh stempel jabatan Bupati 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama 
Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, nama Pemerintah 
Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan 
menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan 
ukuran: 
a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah 

adalah 4 cm; 
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat 

Daerah adalah 3,8 cm; dan 
c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah 
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adalah 2,7 cm. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Stempel Perangkat Daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan 
umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, 
nama Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas 
dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan 
menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan 
ukuran: 
a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana 

teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 
cm; 

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit  pelaksana 
teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 
cm; dan 

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana 
teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 
cm. 
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Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan 
umum daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh stempel sekolah 

 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

B. Stempel Pengamanan Naskah Dinas. 

 

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat 
keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop Naskah 
Dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada 
salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada 
surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi 

SANGAT RAHASIA RAHASIA 
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panjang, berukuran panjang 5cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan “Sangat 
Rahasia” dan “Rahasia”. 

 

4. Ketentuan Stempel. 
a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah 

Bupati. 
b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah 

adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan 
kepala unit pelaksana teknis dinas. 

c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan 
stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan 
ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan. 

d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan 
stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang 
membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat 
Daerah. 

e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel 
ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah. 

f. Biro/Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas 
pengadaan stempel. 

5. Pengaman Stempel. 
a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan 

Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia. 
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode 

pengamanan stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah. 
 
 
 
 
 

BUPATI BALANGAN, 

 

 
Ttd 
 

 
H. ABDUL HADI 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  

KABAG. HUKUM SETDA 
KABUPATEN BALANGAN 

 
 
 
 

 

MUHAMMAD ROJI, SH 
NIP. 19830710 201001 1 020 


